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1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.
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Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
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4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddad tersebut.
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E) Ditulis rabbana
2 Ditulis al-bir
5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
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ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
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£ o Ditulis syai’un

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI)
8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

a2l = ditulis syaikh al-1slam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

MOH. HISYAM MAULANA (1517041), 2022, IMPLEMENTASI PERDA
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA TATA RUANG  WILAYAH  2020-2040 DALAM
PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN
GENANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS
KECAMATAN SIWALAN)

Dosen pembimbing : Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Skripsi ini dilatarbelakangi terkait adanya fenomena bencana banjir dan
genangan rob yang terjadi di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.
Dampak yang terjadi dari bencana tersebut kerap menimbulkan beberapa
keresahan di lintas sektor pada masyarakat setempat. Melihat fenomena yang
demikian, peneliti terbesit suatu ide untuk melakukan sebuah penelitian yang
menitikberatkan pada upaya penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh
Pemkab Pekalongan terhadap fenomena banjir dan genangan yang terjadi di
Kecamatan Siwalan. Melalui Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang
RTRW 2020-2040 peneliti dapat menjadikanya sebagai acuan dari implementasi
yang dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan. Selain itu, dengan ditentukannya
regulasi tersebut yang difokuskan pada implementasi kebijakannya peneliti juga
tertarik untuk menelusuri dari segi keislaman yakni dalam konsep magashid
syariah. Sebab, upaya tentang penanganan fenomena banjir dan genangan juga
erat kaitannya dengan kemaslahatan lingkungan dalam ruang lingkup magashid
syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.
Yangmana data-data yang digunakan peneliti sumber utamanya berasal dari
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam
pengambilan data bersifat kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara
deskriptif yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Pada pisau bedah analisisnya peneliti menggunakan teori implementasi
kebiijakan dan magashid syariah. Hasil penelitian berdasarkan Teori implementasi
kebijakan milik Van Horn dan Van Meter yakni dapat dikatakan berhasil, akan
tetapi terdapat hal yang menjadi penghambatnya yakni terkait penggunaan sumber
daya finansial yang dialihkan untuk dana Covid-19 sehingga dalam
penggarapannya mundur. Adapun hasil penelitian ini menurut teori magashid
syariah yang diusung Jasser Auda yakni terletak pada fitur kebermaksudan dari
program-program kebijakan yang disusun pemerintah memiliki maksud penjagaan
terhadap lingkungan alam, yang rusak akibat bencana banjir dan genangan yang
melanda Di Kecamatan Siwalan melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Kata Kunci : Penanganan Banjir dan Genangan, Kecamatan Siwalan,
Implementasi Kebijakan, dan Magashid Syariah.



ABSTRACT

MOH. HISYAM MAULANA (1517041), 2022, IMPLEMENTATION OF
PEKALONGAN REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF
2020 CONCERNING 2020-2040 REGIONAL SPATIAL PLANNING IN
THE MANAGEMENT OF FLOOD AND INFLOW DISASTER PRONE
AREAS WITH THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE (CASE
STUDY IN SIWALAN DISTRICT)

Supervisor : Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

The background of this thesis is related to the phenomenon of floods and
tidal inundation that occurred in Siwalan District, Pekalongan Regency. The
impact of the disaster often creates several cross-sectoral problems in the local
community. Seeing this phenomenon, the researcher came up with an idea to
conduct a study that focuses on what efforts can be made by the Pekalongan
Regency Government to deal with the phenomenon of flooding and inundation
that occurred in Siwalan District. Through the District Regulation. Pekalongan
No. 3 of 2020 concerning the RTRW 2020-2040 researchers can use it as a
reference for the implementation carried out by the Pekalongan Regency
Government. In addition, with the determination of these regulations which focus
on implementing policies, researchers are also interested in exploring from an
Islamic perspective, namely in the concept of magashid sharia. This is because
efforts to deal with the phenomenon of flooding and inundation are also closely
related to environmental benefits within the scope of magashid sharia.

The type of research used in this study is empirical juridical. Where the
data used by researchers is the main source of interviews, observation and
documentation. The method used in collecting data is qualitative. The analysis
technique is carried out descriptively which includes data presentation, data
reduction, and drawing conclusions.

In the scalpel analysis, the researcher used the theory of policy
implementation and magashid sharia. The results of the research are based on Van
Horn and Van Meter's theory of policy implementation, which can be said to be
successful, but there are things that hinder it, namely the use of financial resources
diverted for Covid-19 funds so that the cultivation is backwards. The results of
this study according to the theory of maqgashid sharia which is carried out by
Jasser Auda lies in the meaningful features of the policy programs compiled by
the government which have a purpose for the natural environment, which was
damaged by the floods and inundations that hit Siwalan District through the
development of physical infrastructure.

Keywords: Flood and Inundation Handling, Siwalan District, Policy
Implementation, and Magashid Syariah.
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PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan mengeluhkan
tentang adanya bencana banjir dan genangan rob yang melanda di
wilayahnya. Hal ini diperkuat pemberitaanya dari ungkapan salah satu warga
Desa Depok Bapak Turino selaku tokoh masyarakat, beliau menyampaikan
bahwa bencana banjir dan genangan rob yang berangsur-angsur terjadi Di
Kecamatan Siwalan merupakan fenomena bencana yang kerap menyisakan

kerusakan infrastruktur yang begitu parah di wilayah Kecamatan Siwalan®.

Kasus bencana banjir yang terjadi pada bulan Februari 2022 pada saat
peristiwa hujan lebat selama hampir dua hari berturut-turut, menjadikan
drainase yang menuju Sungai Pait tidak berfungsi dengan optimal sehingga
hampir seluruh wilayah desa yang berada didekat (DAS) di Kecamatan
Siwalan terdampak banjir tersebut. Tidak hanya itu, air kiriman yang datang
dari selatan-menuju utara melalui Sungai Pait (Sragi lama) yang arusnya
sangat besar juga menyebabkan jembatan penghubung antara Desa
Blimbingwuluh dengan Tengeng Wetan menjadi putus. Adapun fasilitas
umum yang juga ikut terdampak seperti Mushola dan Sekolah sekitar lebih

dari Tiga Puluh (30) Bangunan®.

! Wawancara bersama Bapak Turino pada 2 Oktober 2022

2 https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/02/07/13-desa-di-siwalan-pekalongan-terendam-
banjir?page=2 diakses 7 Maret 2022 pukul 07:30 WIB



https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/02/07/13-desa-di-siwalan-pekalongan-terendam-banjir?page=2
https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/02/07/13-desa-di-siwalan-pekalongan-terendam-banjir?page=2

Berdasarkan catatan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana) telah menyebutkan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 24
Februari 2022 bencana yang kerap melanda negara ini adalah banjir yaitu
sebanyak 358 kasus®. Menurut Kristianto (2010), Banjir merupakan fenomena
naiknya volume air yang lebih banyak dari kapasitas daya tampung dari
beberapa sumber dan tempat penyaluran air sehingga menimbulkan luapan air
yang kemudian air yang tidak tertampung mengalir dan merendam dataran
yang lebih rendah, secara umum daerah yang berpotensi banjir semacam itu
dapat terjadi di daerah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS).
Sedangkan di daerah pesisir pantai, sewaktu air laut mengalami pasang
diiringi dengan kondisi daerah pesisir yang biasanya memiliki tingkat elevasi
yang rendah akan mengakibatkan disfungsi drainase sehingga menimbulkan

fenomena genangan (rob)*.

Selain itu pada kasus bencana genangan (rob) di kabupaten
pekalongan, Kecamatan Siwalan adalah daerah yang terdampak dari bencana
endemik tersebut karena dari letak wilayahnya Kecamatan Siwalan yang
berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada sebelah utara®, hal tersebut juga
yang menjadikan faktor pendukung untuk terjadinya fenomena genangan
(rob). Kondisi Kecamatan Siwalan yang demikian cukup mengkhawatirkan
bagi masyarakat setempat akibat isu pemanasan global yang diperparah

dengan adanya penurunan permukaan tanah dan abrasi yang terjadi di pesisir

® https://gis.bnpb.go.id diakses 15 Maret 2022 Pukul 13:00 WIB

* Kristianto. A, “Seri Tanggap Bencana Alam Banjir”, (Bandung: Angkasa,2010).

% https://id.wikipedia.org/wiki/Siwalan, Pekalongan diakses 4 Maret 2022 Pukul 15:00 WIB
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pantai®. Meskipun sejak tahun 2019 sudah dibangun tanggul dan long
storage, akan tetapi masih saja memunculkan beberapa permasalahan, salah
satunya wilayah yang berada di luar jangkauan tanggul dan long storage yang
semakin megkhawatirkan dan terancam tenggelam seperti lahan sawah, lahan
tambak, lahan budidaya ternak yang berada di Desa Boyoteluk dan Desa
Depok. Sebagian besar desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Siwalan
terletak di sepanjang sungai dan pesisir pantai. Desa Boyoteluk, Depok, dan
Blacanan merupakan desa yang terletak tepat berada di wilayah pantai. Desa
Blimbingwuluh, Yosorejo, Siwalan, dan Pait merupakan desa/kelurahan yang
berdekatan dengan Sungai Pait. Atas dasar itu, maka wilayah Kecamatan
Siwalan ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir
dimasa musim penghujan dan genangan air (rob) dimasa permukaan air laut

naik.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dalam rangka menangani
bencana banjir dan genangan rob yang terjadi di Kecamatan Siwalan, maka
Pemkab Pekalongan dapat melaksanakan penanganannya dengan tujuan
pengentasan bencana banjir dan genangan rob dari aspek pembangunan dan
infrastrukturnya yang sudah ditentukan pada Perda Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu terobosan untuk

menangani berbagai persoalan lingkungan terutama banjir dan genangan yang

® Nashrullah. S. Dkk, “Study on Flood Inudation in Pekalongan, Central Java”,( Jurnal
Internasional Pengetahuan Bumi dan Penginderaan Jauh, Vol. 10, No. 2, 2013)



mana dilakukan oleh pemkab pekalongan melalui Dputaru sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakatdengan mengentaskan problematika
tentang banjir dan genangan rob. Karena kesejahteraan masyarakat bukan saja
berkait dengan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Akan tetapi disini
termasuk dalam arti luas yang meliputi semua pemenuhan kebutuhan
masyarakat seperti rasa aman dari dampak banjir dan genangan yang
berpotensi menimbulkan kerugian bahkan dapat mengancam nyawa.
Pemerintah daerah membiarkan masyarakat terus menerus menghadapi
dampak dari bencana tersebut yang akan berulang setiap tahun bahkan setiap
saat. Berarti pemerintah dapat dikatakan membiarkan berlangsungnya
kemudhorotan masyarakat, sebaliknya pemerintah melakukan usaha dalam
penangananya mulai dari penyusunan perda sebagai fungsi regulasi atau
pelayanan berbagai kebuthan penanganan banjir seperti pembangunan tanggul
dan penataan drainase hingga pemenuhan kebutuhan darurat ketika
menghadapi bencana banjir dan genangan (rob) adalah langkah mewujudkan

fungsi pemerintah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan masyarakat dunia
dan ahirat. Kemaslahatan dalam islam menjangkau urusan agama, keamanan,
kesehatan mental, ekonomi dan rasa penghormatan pada sesama manusia
yang berlatarbelakang sangat plural. Islam sejatinya memiliki tujuan dasar
yakni Rahmatan lil ‘alamin atau dapat memberikan cintakasih kepada seluruh
alam semesta. Islam telah memiliki teori yang cukup mapan bagi pengukuran
kemaslahatan-kemaslahatan baru apakah sesuai dengan islam atau tidak.

Teori itu biasa dikenal dengan teori Magashid Syariah. Tolok ukur



kemaslahatannya mendasarkan pada sumber nash alquran dan hadist yang
dapat menjangkau secara luar kemaslahatan baru sekaligus bisa
membedakannya dari kemaslahatan semua yang tidak sesuai syariah. Dengan
begitu, wajar apabila islam memiliki pedoman yang sempurna bagi umat
manusia sebagai khalifah di  bumi dalam mengatur, mengelola,
memanfaatkan, menjaga, dan melindungi alam sebagai sumber penghidupan
agar tidak terjadi kerusakan atau kepunahan. Berkaitan dengan fenomena
bencana banjir dan genangan yang terjadi Di Kec. Siwalan, tentu hal tersebut
merupakan sebuah ancaman yang harus dibenahi manusia yang dimotori oleh
pemerintah daerah demi menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakat

siwalan.

Maka dari itu, Agama Islam dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan
pertimbangan terkait upaya penanganan bencana banjir dan genangan (rob).
Jadi secara garis besarnya, Islam telah memiliki basis tersendiri dalam
penyelesaiannya terkait upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah’.

Untuk menyelesaikan problematika yang semacam itu, agama islam
mampu menghadirkan konsep magashid syariah yang sudah dirumuskan oleh
para ulama pada masa lampau yang bertumpu pada lima kebutuhan dasar
kemaslahatan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Akan tetapi konsep
magashid syariah juga harus dielaborasi dengan kondisi zaman dan konteks

permasalahan yang ada. Dengan menginterkoneksikan paradigma magashid

" Ubaidillah Hasan, “Figh Bi’ah”, (Jurnal Al Qanun,Vol.13, No.1, 2010)



syariah terhadap konsep figih lingkungan (Bi’ah; Enviroment)® yang
disandarkan dengan Al Quran&Hadis dan berbasis pada kecerdasan akal
sebagai alat dalam berfikir, tentu hal ini dapat memberikan eksistensi konsep
magashid syariah yang mampu berdaya guna dan mampu berkontribusi
melalui pemikiran untuk menjawab persoalan tentang bencana yang

mengakibatkan terganggunya hajat masyarakat®.

Berdasar pada uraian diatas, maka dapat dilakukan penelitian dengan
menggunakan judul “Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor
3 Tahun 2020 Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir Dan
Genangan Di Kecamatan Siwalan Perspektif Maqgashid Syariah Jasser

Auda (Studi Kasus Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 dan
faktor penghambatnya dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir

dan genangan di Kec. Siwalan?

2. Bagaimana pandangan magashid syariah dalam penanganan kawasan

rawan bencana banjirdan genangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai rumusan masalah diatas yakni:

® Konsep interkoneksitas disini merupakan kelanjutan dalam menyempurnakan konsep maslahah
al kulliyat al khams oleh para ulama di masa lampau. Periksa Halil Tahrir, “ljtihad Magashidi”,
(Yogyakarta:PT LKiS Pelangi Aksara, 2015), 71.

% Busriyanti, “Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Figh Bi’ah Sebagai Solusi Pelestarian
Ekosistem Dalam Perspektif Magashid Syariah”, (Jurnal Fenomena, Vol. 15 No. 2, 2016)



1. Untuk mengetahui implementasi perda Kabupaten Pekalongan No. 3
Tahun 2020 dalam menangani kawasan rawan bencana banjir dan

genangan(rob) di Kec. Siwalan.

2. Untuk mengetahui tinjauan dari magashid syariah pada penanganan

kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dibidang
hukum dalam mengupayakan perjuangan penyelamatan lingkungan

berbasis islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai penegak
hukum dapat berguna menambah wawasan, pengetahuan, pertimbangan,
dan pengawasan terkait pelaksanaan hukum yang berlaku tentang penataan
ruang. Dan bagi masyarakat dapat berguna sebagai penambah pengetahuan
tentang penanganan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai langkah

penanganan Kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob.

E. Kerangka Teori
1. Implementasi Kebijakan
Berdasarkan pengertiannya, Kebijakan adalah sekumpulan

rancangan konsep yang dijadikan sebagai rencana dasar pada pelaksanaan



keputusan yang dibuat oleh pemerintah maupun pejabat publik pembuat
kebijakan yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh masyarkat®.
Sedangkan implementasi kebijakan merupakan proses pengejawantahan
dari suatu kebijakan melalui pelaksanaan dan tindakan yang kongkrit,
bentuk tersebut dapat dikatakan sebagai metode Top Down (atas-bawah).™
Kebijakan dan implementasi merupakan satu rangkaian linier aktivitas
pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat karena
kebijakan merupakan suatu tahap merumuskan konsep atau pemikiran
dengan metode Button Up (bawah-atas) yang mana prosesnya diawali
dengan penyampaian aspirasi-aspirasi serta daya dukungan dari

masyarakat.

Dapat dikatakan implementasi kebijakan adalah serangkaian
tahapan administrasi setelah kebijakan itu telah disetujui dan ditetapkan
oleh legislatif dan eksekutif daerah. Implementasi kebijakan harus terdapat
pola berpikir untuk menjabarkan dan menafsirkan beberapa kemungkinan
yang sudah konkrit maupun yang masih abstrak hal ini dikarenakan
implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses
pembuatan kebijakan yang mana tahap implementasi merupakan penentu

dari keberhasilan kebijakan yang dijalankan di masyarakat luas.

' Mansur J, “Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik”, (Jurnal Ekonomi Islam at-
Tawassuth, VVol. VI, No. I, 2021), 327.

1 Mansur J, “Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik”, (Jurnal Ekonomi Islam at-
Tawassuth, Vol. VI, No. 11, 2021), 324.



Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan suatu implementasi
kebijakan, yaitu : 1) kepentingan masyarakat sasaran yang terdapat dalam
isi kebijakan; 2) manfaat isi kebijakan terhadap masyarakat sasaran; 3)
perubahan yang hendak dituju pada sebuah kebijakan; 4) ketepatan dan
efektivitas suatu program dalam kebijakan; 5) kerincian implementator
pada pelaksanaan kebijakan; 6) pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh

sumber daya yang memadai 2.

Adapun implementasi kebijakan menurut VVan Horn dan Van Meter
yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan
baik perorangan maupun kelompok privat atau kelompok publik yang
mengarah kepada pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan sebelum pada
tahap keputusan kebijakan™. Terdapat suatu model yang dikembangkan
oleh Van Horn dan Van Meter yakni model Top Down dari yang
dinamainya A Model of the policy implementation process, yang mana
dalam model tersebut berisi enam aspek, yaitu : 1) Standar & arah
kebijakan; 2) Sumber daya kebijakan; 3) komunikasi antarlembaga; 4)
Karakter institusi pelaksana; 5) Kondisi ekonomi, sosial-politik; 6)

Disposisi pelaksana™”.

2. Magashid Syariah

12 Subarsono, “Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006).

3 Mansur J, “Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik”, (Jurnal Ekonomi Islam at-
Tawassuth, Vol. VI, No. Il, 2021) , 331.

1 Wahab Solichin A, “Analisis Kebijaksanaan Publik”, (Malang: UMM Press, 2006).
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Magashid Syariah dinyatakan oleh Busyro (2010), adalah sebuah
usaha yang dilakukan setiap insan menyiasati masalah guna memperoleh
solusi dengan bertumpu pada ajaran agama Islam. Lanjutnya, untuk
mengetahui magashid syariah maka setiap insan dapat menggunakan
akalnya dalam rangka menemukan hukum yang sebelumnya tidak atau
belum diperintahkan dalam Al Qur’an dan Hadist selama dalam
pengupayaannya - mampu mendatangkan kemaslahatan dan menolak

mafsadah dari mereka.

Dalam kitab al Muwafagat karya Abu Ishaq al Syatibi yang dikutip
Zahratul 1dami menjelaskan bahwa magashid syariah memiliki kandungan
lima hal dalam tujuan hukum islam yang dijadikan sebagai tumpuan

kemaslahatan, yaitu :

o Hifdzu-din (memelihara agama),

o Hifdzu-nasf (memelihara jiwa raga),

o Hifdzu- ‘ag/ (memelihara akal pikiran),
o Hifdzu-nasab (memelihara keturunan),
o Hifdzu-mal (memelihara harta benda).

al-Syatibi menjelaskan pula bahwa kemasalahatan agama dan dunia
merupakan capaian yang utama dari adanya gagasan magashid syariah dan
apabila prinsip-prinsip tersebut tidak ditegakkan oleh manusia sebagai
khalifah pemimpin di muka bumi, maka kemaslahatan di dunia niscya

akan sirna atau bahkan tergantikan oleh kemafsadatan atau kerusakan
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berupa bencana-bencana yang mampu menghilangkan kenikmatan dalam
menjalankan hidup di dunia'®. Maka dari itu secara definitif, Magashid
syariah adalah sebuah alat untuk menganalisis dari apa yang diperintahkan
(hukum/policy) guna mengetahui implikasi dari kemaslahatan-

kemasalahtan syar’i pada pemberlakuannya™.

Sebagai upaya pengembangan scient development Islamic law,
kontribusi dalam memberikan kejelasan terhadap berbagai varian
persoalan dalam hukum kontemporer, para mujtahid dituntut untuk mampu
menguasai pentasyri’an hukum dalam islam itu sendiri tujuannya untuk
memberi pemahaman mutlak bahwasanya apakah hukum terdahulu masih
relevan untuk diberlakukan atau justru tak dapat berlaku lagi karena

adanya perubahan struktur sosial®’.

Kemudian berkaitan dengan hal itu, pemikir Jasser Auda
berpendapat bahwa upaya menggagas reformasi pemahaman hukum islam
yang disetarakan dengan obyek dari ilmu perkembangan ilmu pengetahuan

modern, merupakan sebuah tatangan spekulatif dalam dunia islam demi

Yunita, Idami Z. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Figih”,(Jurnal Hukum Samudera
Keadilan Vol. 15 No. 2, 2020), 218.

1® Halil Tahrir, “Ijtihad Magashidi (Rekonsturksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas
Maslahah)”, (Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2015).

7 Halil Tahrir, “Ijtihad Magashidi (Rekonsturksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas
Maslahah)”, (Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2015).
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memeliharan dan mengembangkan khazanah keilmuan islam yang bersifat

dinamis terhadap realitas sehari-hari®,

Dalam konteks ini, Jasser Auda menjadikan Magashid Syariah
sebagai basis pangkal berpikir dengan menggunakan pendekatan sistem
sebagai pisau analisisnya. Terdapat 6 (enam) fitur yang di optimalkan
beliau diantaranya : 1) kognisi dari pemikiran keagamaan; 2)
kemenyeluruhan; 3) keterbukaan; 4) hierarki berpikir yang saling

mempengaruhi; 5) interkoneksitas; 6) kebermaksudan™.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian milik Zahara dan Nengyanti, 2019 dengan judul “Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Rangka Alih Fungsi
Lahan Rawa Sebagai Pengurangan Risiko Banjir Di Kota Palembang”.
Duduk masalah dalam penelitian ini ialah upaya konservasi, budidaya,
dan reklamasi yang dimanfaatkan menjadi daerah resapan air dan
pemenuhan kecukupan lahan terbangun di Kota Palembang yang masih
belum maksimal. perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak

pada pembahasan tentang optimalisasi fungsi rawa untuk meminimalisir

18 Auda Jasser, “Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah”, (Bandung : Mizan,

2015).

19 Auda Jasser, “Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah”, (Bandung : Mizan,

2015).
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banjir. Sedangkan peneliti membahas penanganan rawan bencana banjir

dan genangan dan dilihat dari cara pandang keislaman?.

2. Penelitian milik Rizky Pandapotan Sembiring, Untung Sri Hardjanto,
Sekar Anggun Gading, 2019 dengan judul ‘“Pencegahan dan
Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Semarang Tahun 2011-2031”. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif. Duduk masalah dalam penelitian ini ialah proses
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kota
Semarang daerah belum efektif dan terkendala oleh proses pembebasan
lahan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan peraturan agar sesuai dan
efektif. Meskipun sama-sama membahas tentang penanggulangan banjir
dan rob, penelitian ini tentu berbeda dengan milik peneliti, yaitu pada
metode yang digunakan yuridis empiris, tempat/lokasi penelitian di
Siwalan Kabupaten Pekalongan dan juga menggunakan sudut pandang
maqashid syariah®..

3. Penelitian milik Melinda Eskawati Usman dan Muhammad Yaasiin Raya,
2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan
Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/sosiologis dikarenakan

20 Zahara dan Nengyanti, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dalam Rangka
Alih Fungsi Lahan Rawa sebagai Pengurangan Risiko Banjir di Kota Palembang”, (Demography
Journal of SriwijayaVol. 3. No. 1, 2019).

21Sembiring, Rizky Pandapotan, dkk. “Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Semarang Tahun 2011-2031” (Diponegoro Law Jurnal. Vol. 8. No. 1, 2019).



14

penelitian tersebut bertolak dari data primer yang didapat dari lapangan
melalui penelitian terjun langsung ke masyarakat. Penelitian tersebut
berusaha meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten
Gowa dan bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan terhadap korban
bencana banjir yang kerap terjadi akibat tingkat elevasi yang rendah di
sekitar kawasan pesisir dan alih fungsi lahan yang berpotensi
meningkatkan resiko banjir di Kecamatan Pallanga. Penelitian ini
dipublikasikan pada tahun 2020 dan membahas mengenai efektivitas Perda
No.1 Tahun 2018 Kab. Gowa dalam menangani permasalahan banjir?.

4. Penelitian milik Lailatul Magfiroh dengan judul “Analisis Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Menangani Banjir Rob Di Desa
Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak™ penelitian ini mengkaji
upaya pemkab demak dalam pengelolaan penanaman magrove, perbaikan
jalan, pembuatan terumbu karang yang tidak dilaksanakan secara optimal.
Penelitian ini termasuk kedalam jenis yuridis empiris, data utama didapat
melalui wawancara kepada pemkab demak. Adapun perbedaannya dengan
milik peneliti yaitu beliau tidak menggunakan teori magashid syariah
dalam menganalisisnya.

5. Penelitian milik Fitroh Briliano Sarasati, 2020 dengan judul “Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah”. Penelitian ini

?2 Sarasati Fitroh B, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Desa Kertosari Kalibening”,
(Yogyakarta : STPMD, 2020).
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termasuk tipe penelitian yuridis empiris, karena obyek yang di teliti berada
di lokasi Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Bnjarnegara.
Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dan pengambilan data
menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian tersebut
berusaha mengetahui kebijakan dan implementasi daripada Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara
yang mana daerah tersebut berada di dataran tinggi, sehingga potensi
bencana yang timbul yakni bencana tanah longsor. Perbedaan antara
penelitian ini terletak pada lokasi di Kabupaten Banjarnegara, dan pada
penggunaan teorinya tidak menyuguhkan dari perpektif Magashid Syariah
sebagai sudut pandang dalam penulisan.

6. Penelitian milik Ahmad Masyhadi, 2021 dengan judul “Tinjauan
Magqashid Syariah Terhadap Rekamasi Pesisir Pantai Jakarta”. Isu masalah
pada penelitian ini terkait pembangunan reklamasi pesisir jakarta yang
menuai kontroversi antara pemda dengan masyarakat sekitar. Penggunaan
studi  kepustakaan dengan meninjau teori magashid syariah telah
digunakan dalam penelitian ini. penelitian ini berlokasi di DKI Jakarta dan
itu lah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan milik peneliti
(Kabupaten Pekalongan)®.

Berdasarkan Penelitian relevan sebagaimana yang telah disajikan
diatas sesungguhnya memiliki arti dan maksud bahwasannya fenomena

bencana adalah fenomena yang penting untuk dipelajari dan penting untuk

% Masyhadi Ahmad, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Jakarta”,
(Madinah : Jurnal Studi Islam Vol. 8 No. 2).
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dijadikan sebagai bahan penelitian ilmiah bagi kalangan akademisi. Dan
hal yang menjadi pembeda diantara variabel penelitian diatas dengan milik
peneliti ialah penelitian yang disuguhkan berupa mengkaji perspektif
magashid syariah yang diinterkoneksikan dengan upaya penjagaan

lingkungan (hifdzu- Bi’ah).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian teknik atau tahap-
tahap yang sistematis dilakukan oleh seorang peneliti demi mendapatkan satu
kesimpulan pengetahuan ilmiah. Dan pada umumnya pemahasan tentang
metode penelitian mengacu pada bentuk-bentuk penelitian, tujuan penelitian,
sifat masalah, dan pendekatannya®*,

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah
metode pada penelitian yang memiliki ruang lingkup kajian tentang hukum
yang sedang berjalan di masyarakat®. Dalam karyanya Muhaimin (2020),
secara akademis penelitian yuridis empiris hanya mengkaji ketika hukum
yang sedang berjalan mampu menimbulkan suatu gejala yang berkaitan

dengan hubungan sosial atau dalam pemahaman lain penelitian yuridis

24 Suryana, “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”,
(Bandung: UPI, 2010), 20.

% Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 80.
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empiris lebih menitikberatkan pada pola perilaku masyarakat yang
berkaitan dengan hukum?®,

Pada tahap aplikasinya, untuk memaparkan bagaimana
implementasi perda dalam penanganan banjir dan genangan yang terdapat
di Kecamatan Siwalan diperlukan penelitian yang menggunakan jenis
penelitian yuridis empiris. Karena dari fenomena banjir dan genangan
yang timbul Di Kecamatan Siwalan memberikan dampak publik dan jelas
itu merupakan tanggug jawab dari pemerintah daerah. Adapun untuk
menggali data berupa (field reserach) melalui wawancara, kuisioner, dan
observasi?’.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam memahami permasalahan implementasi penanganan banjir
dan genangan (rob) di Kecamatan Siwalan, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah usaha untuk
menguraikan problem penelitian dengan didekatkan atau dianalisis dari
segi kualitas data®®. Peneliti mengguunakan pendekatan kualitatif dengan
data primer di Dinas Putaru Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan
Siwalan yang mana terhadap penelitian ini adalah bagaimana penanganan
banjir yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan.

3. Fokus Penelitian

*® Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 83.
2" Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 90.

%8 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 106.
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Fungsi dari fokus penelitian yaitu agar suatu permasalahan yang
diteliti memiliki limitasi dari konteks penelitian sehingga ketika proses
pengambilan data penulis tidak mengalami kebingungan sewaktu memilah
informasi dari data yang didapatkan.

Penelitian ini berfokus pada teknis pelaksanaan aturan pemerintah
daerah dari aspek penataan ruang yang patut di pertanyakan, karena fakta
sosial yang menyajikan fenomena banjir hingga menyebabkan kerusakan
lahan, sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Siwalan. Adapun
terdapat fokus dari pandangan lain yaitu dari magashid syariah yang
mendeskripsikan bagaimana pentingnya penanganan bencana banjir dan
genangan rob agar terhindar dari segala kerusakan yang disebabkan.
Pemilihan fokus penelitian ini berdasarkan dari segi teknis dan segi
kebijakan yang dilakukan yang mana dalam hal ini mengacu pada Perda
Kabupaten Pekalongan. 3 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten
Pekalongan tahun 2020-2040.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam
penelitian yuridis empiris. Sebab, data utama yang digunakan berasal dari
wawancara dan observasi. Maka dari itu jika seorang peneliti akan
melakukan observasi awal, baiknya disesuaikan dahulu dimana tempat dan
letak lokasi yang dijadikan sebagai sumber data awal yang akan

dipertimbangkan dalam penulisan skripsi?®

% Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 92.
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Dalam pengaplikasiannya, lokasi wawancara dilakukan di tiga
tempat, yaitu :
o Kantor Dputaru (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang)
Kabupaten Pekalongan,
o Kantor Bappeda Kabupaten Pekalongan
o Kantor Kecamatan Siwalan.
5. Sumber Data Penelitian
Terdapat dua jenis sumber yang dapat digunakan pada penelitian
ini yang meliputi :
a. Sumber data Primer

Sumber data primer di penelitian yuridis empiris diperoleh
peneliti melalui observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan
wawancara tersebut maka dapat dijadikan sebagai data utama dalam
penelitian yuridis empiris®.

Dalam pengaplikasiannya, peneliti melakukan pengamatan
langsung terhadap fenomena dan gejala yang terjadi di Kecamatan
Siwalan, Desa Depok, Desa Blimbingwuluh, Desa Boyoteluk, dan Desa
Blacanan. Kemudian peneliti melakukan wawancara pada kantor dinas
yang terkait dan dari hasil wawancara itulah yang disajikan sebagai data
primer dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder menggunakan studi kepustakaan yakni

dengan mengakumulasikan dan mendokumentasikan informasi yang

% Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 89.
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berasal dari buku, undang-undang, jurnal, artikel, legal opinion,
maupun kamus>'.
6. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat diantaranya 2 (dua) teknik yang bisa di gunakan utuk
mengumpulkan data yaitu primer dan sekunder. Teknik Primer berupa
observasi dan wawancara dengan narasumber/informan yang masih
berkorelasi pada konteks penelitian. Sedangkan teknik sekunder
berupadengan  mengumpulkan  dan mendokumentasikan  buku,
jurnal,hukum, dan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya®.
7. Teknik Analisis data
Teknik analisis data dilaksanakan ketika peneliti telah
mendapatkan dan mengumpulkan beberapa data yang cukup kemudian
diuraikan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan fokus perkaranya.
Sesuai dengan penjelasan Muhaimin (2020), bahwa teknik analisis data
ialah usaha untuk menjabarkan, menelaah data dengan mempertimbangkan
teori-teori yang telah dikonsep sebelumnya sehingga menghasilkan

kesimpulan dengan wujud struktur kalimat yang baik dan benar™.

*! Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 101.
%2 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 101.

* Analisis data yang diuraikan merupakan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif
hukum yang mana hasil kesimpulan dari data disajikan dalam bentuk dekstriptif sebab pendekatan
ini lebih menitik beratkan pada aspek kualitas data yang telah didapat. periksa, Muhaimin,
“Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020),105.
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Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif
kualitaif yang melingkupi empat bagian yaitu; pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Dalam pengaplikasian analisis data, dalam penelitian ini data yang
telah dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara, studi pustaka, dan
dokumentasi. Kemudian dilakukanlah tahap selanjutnya yaitu reduksi data
dalam rangka menyederhanakan, meringkas, membuang hal yang tidak
diperlukan, dan mempertegas data yang berasal dari pengumpulan data.
Ketika sudah dilakukan reduksi data selanjutnya data tersebut disajikan
dalam bentuk rangkaian kalimat deskriptif, dan penyajian data yang
berasal dari wawancara dapat dipaparkan melalui transkrip dari hasil
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hingga pada akhirnya
penelitian tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan

fakta dari hasil penelitian yang disajikan.
8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menyantumkan sistematika penulisan yang berfungsi
untuk memberikan penjabaran yang sistematis
a. BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan,
manfaat, landasan teori, penelitian relevan, dan metode penelitian®*.
b. BAB Il TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN

MAQASHID SYARIAH

% Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020).36
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1) Teori Impementasi Kebijakan
Bab ini berisi deskripsi teori implementasi kebijakan yang
digunakan sebagai tinjauan umum untuk meninjau dari  segi
kepustakaan terkait fokus penelitian.

2) Teori Magashid Syariah
Bab ini menyajikan teori atau konsep yang berfungsi sebagai
tinjuan umum untuk berpikir dari segi kepustakaan terkait fokus

penelitian.

. BAB Il PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA

BANJIR DAN GENANGAN DI KECAMATAN SIWALAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data transkip yang

sudah didapatkan melalui beberapa sumber.

. BAB IV ANALISIS PERDA KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN
BENCANA BANJIR DAN GENANGAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan yang dengan
mengkolaborasikan teori yang sudah ditentukan pada bab 2.
. BABV PENUTUP

Bab ini berisi kalimat kesimpulan dari penjelasan sebelumnya
secara, padat dan jelas dari peneliti atas analisis yang telah

dilakukannya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya terkait
implementasi Perda Kab. Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2020-2040 dalam penanganan kawasan rawan bencana
banjir dan genangan perspektif Magashid Syariah (studi kasus Di Kecamatan
Siwalan), maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi Perda
Kab. Pekalongan No. 3 Th. 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-
2040 cukup baik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yakni
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bidang PSDA).
Sejauh ini implementasi kebijakan yang sedang dilaksanakan yakni program
pembangunan tanggul pengendalian banjir yang dibangun di Desa Depok,
Kecamatan Siwalan. Akan tetapi, terdapat satu permasalahan yang membuat
implementasi itu terjadi terhambat, yakni pada pelaksanaannya yang mundur
karena terdapat pengalihan prioritas dana Covid-19 pada tahun 2019-2020.
Selain itu, yang menjadi faktor penghambat implementasi penanganan banjir
dan rob juga terletak pada sumber daya finansial pada program pembangunan
tanggul pengendalian banjir yang ada di Desa Depok. Program tersebut
digarap secara bertahap karena sumber daya finansial yang digunakan hanya
bergantung pada APBD Kab. Pekalongan. Jadi pada keseluruhannya
implementasi kebijakan terhadap penanganan kawasan rawan bencana banjir
dan genangan mampu dilaksanakan dengan baik namun pada proses

kinerjanya tidak dilaksanakan dengan optimal.



Pada kajian magashid syariah, terkait dengan pemberlakuan kebijakan
Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 telah ditemukan beberapa
fitur-fitur yang terdapat didalam magashid syariah diantaranya : a). fitur
kognisi yang telah diupayakan oleh implementator kebijakan dalam
mengupayakan penanganan banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan. Dari
kemampuan watak kognisi implementatorlah yang dapat melahirkan
beberapa rencana program yang tepat untuk dilaksanakan. b). Eksistensi fitur
Keterbukaan dapat dimunculkan dari implementasi Perda Kabupaten
Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan 2020-2040  yakni melalui pelaksanaan rapat
pertimbangan program prioritas pembangunan jangka pendek melalui
Musrenbang yang dihadiri dari berbagai penjuru desa/kelurahan Di
Kecamatan Siwalan c). Fitur kebermaksudan yang diyakini peneliti telah
terbukti keberadaannya yakni dalam pelaksanaan penanganan kawasan rawan
bencana banjir dan genangan yang mampu menghadirkan kemaslahatan
lingkungan melalui upaya pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami
kerusakan akibat bencana banjir dan genangan rob yang melanda di

Kecamatan Siwalan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti juga turut

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan bagi tiap-tiap kebijakan yang belum diimplementasikan

mengenai pengusulan bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa
2



Tengah dengan alasan agar upaya penanganan kawasan rawan banjir dan
genangan pada program pembangunan tanggul pengendalian banjir
mampu dilaksanakan secara komprehensif dan optimal, sehingga
pengentasan permasalahan tentang bencana banjir dan genangan rob

mampu teratasi secara maksimal dan cepat.

. Turut dioptimalkan dan diprioritaskan pada program-program dalam perda
yang berbasis pada pemeliharaan lingkungan mengingat problem yang

dihadapi juga terkait dengan lingkungan dan bencana alam.
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